ABSTRAKSI

~eneliian ini adalah merupakan bagian dan serangkaian penclitizn enlang retribuesi
zerah. Kali ini penelittan dilakukan terhadap tiga retnbusi jasa umum yang dikelala acleh
emernntal Dzerah Kabupatern Pesisir Selatan, vaile retribusi kebersihan, retribus:
=egehatan, dan retribusi air bersih

-
-

—

|

cenelitian Nl berujuan mengevaluasi ketiga tarf retriousi [asa umum lersebul aan
melihat peranannya dalam membiayai pelayanan yang diberkan Pemerintah Dasrah.
Vietode yang digunakan adzalah cersifat kualtati terhadap tarif relnbusinya dan bersitat
ruantitalif terhadap peranannya

“an peneltian, didapatkan beberapa kesimpulan menanl, Pertama, lemyata tarif ketiga
retribusi kurang sederhara dan menyulitkan untuk dibacs oleh masyaraxal, Kedua, 1arif
keliga relibus tersebul |arang sekal direvisi sehingga tidak elastis terhadap inflasi
Kelipa. peranan kstiga retrbus terhadap pembiayaan dipsdanyakan. Relnbusi
webersihan belum dapat dinilai mengingal dinas rebersihannya baru dibenluk, Retribus:
kesehatan peranannya masih sangat kecil, vaite 11%. Sememara ity peranan refnbusi
gir bersin rmenunjukkan menununan yang mengkhawatirkan terhadap
“emampuanPemda uniuk mensubsidinga



ANALISIS PERANAN RETRIBUSI DALAM PEMBIAYAAN
PELAYANAN UMUM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

-ztar Belakang

=20 satu tugas uvtama Pemerintah Daerah (Pemda) adslah memberikan pelayanan
~Tdm kepada masyarakal khususnya jeris pelayanan yang tidak diink cleh swasts
“=ainya pelayanan kebersihan, pelayan kesshatan, cenvediasn air bersih, penyedizan
=man kofa, dil. Pelayanan umum yang disediakan aleh Pemda Basanya diurus aleh
=uzlu dinas alau perusahazn daerah (PD). Untuk membiaya: kegialan penyediaan j2sa
=rzebut dinas atzauw PD membuivhksn dana dianfaranya  uniulk membayar i
“Erfawan, pemakaian gedung kantor, membel kendaraan/iruk, biaya anerasional, biaya

~emelharaan, dil. Ssharusnya sumber dana wlama dar Dinas dan 20 ini adaiah

==inbus: dan kekurangannya adalan harus disubsidi aleh anggaran Permda.

~elribusi dipungul dari masyarakat vang mengounakan jass tersebul, Mizalnya, retnbusi
weoersinan dipungul dari rumah tangga, toko-oka dan cedagang dipasar, kantor-kantor
=emerniah dan swasta yang sampahnya dipungut oleh Diras Kebersihan Sampai saat
ni dapat diyakini bahwa sangat sedikit Pemda seluruh Indonesiz yang dapat menjawab
cerlanyaan berapa besar peranan refribusi dalam membizyai penyedizan jasa tersebul
=er tahun. Prinsiz transparansi dan akuntabiltas memang telah dicanangkan, namur ity
fary dalam 1ahap pencanangan saja dan belum terlinat realisasinya. Ketidak mampuan
Femaga dalam menindak lanjuli persoalan transparansi dan akurtsbiltaz ini tdak
‘efepas dan beberapa kelemahan yakni mular dar sumber days manusianys (yang
mungkin belum dapal menindak lanjuti atay memang tidak ingmn transparar, sisiem

=ngoaran, sampar ke sistem pencatatan yang dipaka,

“etdak pedullan Pemda lerhadap peranan retrbusi uniuk mermbiayal pelayanan umum
selama ini adzlah dissbabkan oleh besarnya peranan Pemennizh Busat dalam
mermirayal cperasionsl Femda, terutama gaji pecawal Pemdz tidak akan merasakan
dampak rendahnya penermaan retibus karena gaji dan biava cperasional lainmnya

sucah pash diterima dari Pemeriniah Fusal lewat Subsidi



—oses reformasi vang berjalan safu lakun telah menghasilzan  Undang-undang
—“2msnntah Daerah dan Undang-urdang Parmbangan “guangan Puszl dan Dasrah
=73 baru. Kedua Undang-undang ini jika nanti dipakai akan mengakibalkan Pemda
“=rus pedull terhadap transparansi dan akuntzbiliias. Sehingga mau tidak mau Pemda
“=rus dapat mengukur kemampuan  dar pensnmaan  sendini untux  membigyal
“=nyelenggaraan pemenrtahan. Saatnva nanli Pemda hars mengukur berapa subsidi

=132 harus diberikan uniuk membiaval pelayanan umum.

Tujuan Penalitian

“zneliian ini bertujuan

- Unluk mengevaluasi tanl retribusi menu ErNsip-prinsip penetagan fanf retribusi
Jasaumum, serla hubungannya dengan biaya penyedizan jasa tersebut
selanjulnya  untuk melihat sejauh mans peranan retribusi dalam membigyai

pelayanan umum, sebagai langkah awal dan transparansi dan akuntabiitazs di

Femda.

“elayanan umum memang tidsk sepenuhnya dapat dibiayar oleh penenmaan retribusi
“arena mengandung unsur ekslemalitas staw sifal ‘public good . Sehingga sudah dapat
Jipastikan bahwa Pemda harus memberkan ‘subsidi dan penenmsan lainnya uniuk
TEnutup kekurangan dersebut. Namun perlu kiizlasan seberapa besar kekurangan
‘ersebut harus ditutupi dan cenenmaan Pemda lzinnya. Dengan catatan bahwa subsidi
ierhadap sualu pelayanan umurm tidak dilujukan unluk menutupl ketidak efisienan

“emda dalam mengelolanya,

Ruang Lingkup dan Daerah Penelitian

Feneliian in adalah merugakan oagian dari serangkaizn penslitian sebelumnya yang
berkaitan dengan relrisusi daerab. Kali i, penelitian di lakukan lerhadag Pemda
“abupaten Pesisir Selatan, sebagi daerah ¥ang belum pernah diseniuh cleh penshii
lainnya untuk bidang kevangan daerah



—= sskian banyak pelayvanan umum yang diberkan Pemdsa, akan dipih beberapa
=7% Siadixan sasaran peneltizn, diantaranya

B Pelayanan kebersihan,

B Fenyediaan air bersih,

B Pelayanan kesehatan.

*ontribusi Penelitian

—=nzlitian ini diharapkan dapat memperkaya studi dibidang Ekonomi dan Keuangan
—=menntah Dagrah. Selain fu, hasilnyz diharapkan dapat digunakan sebaga langkah
=wzl dan beberapa langkah menuju transearanst dan skuntabifitas Pemda di Indonesia.
=znelitan ini perdu dilinjgk lanjuti dengan pensltian selanuinys tentang skema

~=mbiayaan yang lepat untuk pelayanan umum yang diberikan Pemerintah Daerah.

Yetode dan Kerangka Analisis

=einbusi adalah harga stas palayanan yang diberkan cleh Pemerintah. Retribusi
Zxenakan kepada orang yang ienlunys menerima pelayanan. Berbeda dengan pajak,
=mana tidak ada pengkaitan yang jelas antara 852 yang dibenkan olsh pemerintah
“angan pajak yang dipungut dan masyarakal, Retrbusi adalah salah satu sumber
cembiayaan bagi pemerintan dalam menjalankan fungsi pelayanannys. Kelerbatasan
sumber pembizyasn dari pzjak. mengakibatkan pemenntah mau fidak mau hkarus
Tembiayai fungsi pelayanannya dengan refribusi Lagi pula jika semua fungsi
cemenntah harus dibiayai cleh pajak. zkan muncu! ketidak adilan dimana masyarakal

rang idak menenima pelayanan juga harus membayar,

Setribusi yang dikenakan oleh pemeriniah lerhadap masyarakal bisa dikategorikan
wedalam dua besar

Retribusi atas jasa pelayanan

£ Retribusi atas jasa pengaturan iPerizinan)

vedua hal im jelas berbeda. Rebribusi atas jasz pelayanan jelas pembayaran atas

selayanan yang langsung dirasakan mantaztnyz oleh masyarakat, misaliva retribus air



T, retnbust kebersthan, retnbusi pasar, retribusi parkir, dil. Sementara it retdbus
=== 253 pengaturan, tidak dinikmat: langsung oieh spembayar fungsi pelayanannya,
—="wzn sipembayar skan merssakan pEnQguiraan kekuasaan pemeriniah, misalnya
==20 penzinan taksi, angkutan umum, izin bangunan, 4.

“==yanan yang dibenkan aleh pemerintan. tidak selurunnya dapat dikenakan retribusi,
='=na siat-sifal pelayanan tersebul. Barangkal kits bisa cerpalokan kepada konsep
-=72nq pulik {public goods), Bila pemerintah memberikan jasa yang dapat dikategorizan
“=-23& barang publik, retnbusi tidak bisa dikenakan sama sekali dan sepenuhnya harus
—=ayai dengan pajak. Mamun uniuk jenis pelayanan yang mumi disategonikan barang
swzsta, dapat dikenakan retribust penuh, dan untuk lenis pelayanan yang diantara

“=2uanya perlu penggabungan pembiavaan antara retribusi dan pajak.

=zneispan harga jaza ¢i gunia swasta pada umumnya nanya urluk memaksimumkan
“=untungan. Meskipun, uniuk jangka wakiu terlenty ijangka pendek) harga ditetapkan
=M rangks meningkatkan penguasazn pasar (market snare), namun ujung-ujungnya
=2zlzh dalam rangka memaksimumkan prefit. Lebih jauh lagi, penstapan harga fidzk
=san mempertimbangkan apaksh harga tersebul lenangkau bagi sslurun |zpisan
masyarakat, Dan keberadasn pasar yang kormpetitifan yang zkan memaksa swasia

-Ntuk menurunkan dan menaikkan harganya,

Tidak demikian halnya dengan jasa yang disediakan pemenniah, Kehijakan harga
“etnbusi dilentukan oleh banyak hal. Profit bukaniah tujuan utama. Ada banyak prinsio-
orinsip ain yang juga harus diperimzangkan seperli ketimpangan pendapatan

masyarakal, efisiensi konsumnsi, externality, ment gacds, <l

Serkut ini ceberapa prinsip yang peru dipettimbangkan oleh psmerintab atau badan
jzsa publix lainnya dalam menelapkan retibus, Mamun perlu diingal bahwa tlidak
SEMUE prinsip-pnnsip berkut peru dipernimbangkan. Berbeds |enis barang dan jasa
serbeds pula prinsip vang perdu diperimoangkan. Demikian juga, kendisi sosial ekonormi

masyarakst akan sangat menentukan prinsip-prinsig vang perdu digunakan

4]
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“Emampusn Keuangan., Didalam menetapkan  besamya retribust, kila perlu
“e=mpetimbangkan bahwa retnbusi tersebul harus bisa meningxatkan kemampuan
“Tuangan perusahaan publk yang menvediakan harang dan jasa lersebut.
~=mampuan ksuanganlah yang nantnya akan menjamin berlangsungryva aktifitas
croduksi perusahaan publik tersebul

—fsignsi, Harga yang diletapkan perly JHpa dipedimbangkan dalam rangks
mencapal efisiensi. Bila harga dilelzpkan teralu rendah maka masyarakal akan
mengkonsumsi secara berebihan tanga memikickan Bahwa o axan merugikan
#2cara ekonomi. Dengan harga yang teralu rendah badan jass publik juga tidak
2kan mampu membrayal pengemangan pelayanan bahkan biaya pemeliharzan
>alah salu penyebab ketdsk efisienan badan :asa cublik adalah biaya pemeliharaan
vang kurang sehingga barang medal tidak biss berfungsi menurlt wmur
skonomisnya.

“eadiian {Equity). Adz dua kensep keadilan dalam tanf retribusi, Pertama. Benefi
equily, dimana individu harus membayar jasa yvang diterima dari badan publik setas
dengan manfaal yang dis dapatkan. Kedua, Sooal equity, dimana masyarakat bak
yang kaya maugun miskin haruslah memiliki kesempatan yang sama  untuk
mendapatkan pelayanan dai vadan publk Dalam hubungan dengan keonsep
pertama, setiap indvidu stau kensumen harus membayar jasa yang mereka terr =
sebesar ongkos penyediaan jass lersebut tanpa memgetimbangkan apakzh
mereka adalan pemeriniah, orang kaya. isnismean, ndustn mzju, dll. Sementara ilu
social equity mengatakan bahwa narga harus ditelapkan agar mMampu dicapai alsh
zeluruh lapisan masyarakar, mulai dari yang kaya sampan vang termiskin,
Externalitas. Posilif externalitas berarti bahwa jasa yang dikonsumsi sesearang lidsk
hanya membenkan manfzal kepada crang tersebut tetapl juga bagi selurun
masyarakat meskipun masyarakat lersebut tidak menpgunakannya  Sebalikny:
negatil exlemnality berari bahwa orang yang mengkensumsi suaty barang atau jasa
dakan mengakibatkan crang lain urul membayarmyva.  Externalitzs  ini perf.
diperimbangkan dalam mensiapkan harga barang dan jasa publik didalam rangka
memaxsimumkan manfaainya baol masyarakal. Contok yang jelas adalab makit
banyak orang yang meng-imunisasikan dinnya makin sehat masyarakat secar
keseluruhan, Selan v azas kemanfzaian juga mengatzkan bahwa siapa saja yan

mendapatkan manfaat harus membayar. Jad: wajar kalay pemerintah harus turd |



=Tibayar jenis pelayanan ini dengan uang pajak sebaga: beniuk pembayaran dari

T=syaraxat yang jJuga mendapatkar maniza’,

“=szderhanaan Administrasi. Suaty webijgkan harga yang memperimbanakan

=Mz prinsip-prinsip di alas bisa menghasizan tanf yang suwit dan mahal uniuk

~Edmiristrasi. Sebagai contoh kehijskan tadf listek sta aiIr vang membadakan

“2rga bam: kelompok kaya dan miskin akan menyulilkan secara administrasi, karena

"ETus ada proses identfikasi pelarggan. Persoalannya bagaimanz kils  biso
Temoedakan anlara yang kays dan ¥&ng miskin. Apakah area fempat tinggal bis;
memastikan bahwa daerah tersebut adalzh tempat finggal orang miskin dan are:
ra2ng lain adalah {empat 4ngogal grang kaya 7 Apakah jenis rumah  bis
miereflzksikan kekayaan orang ?

= Ada beberapa prinsip lainnya misalnya dalam rangka mensiabilisasizan harga
mempengaruhl tingkat konsumsi kemzuan poltic, dil. Stabilisasi hargs  gar
nopularitas zolitik sering dijadikan alat algh pemerinizh untuk tdak menaikkan hargzs
sarang dan jasa puslic Dalam rangka mempengaruhi lingkal xensums:, pemerintak

“apat menaikan tanf parkic di pusat koa misalnya,
=eranan Retribusi

=zranan reinbusi akan dilihat dengan membandingkan ratio berikyt -

Fenermaan Retribus:

----- Ea=

Total biaya penyediazn pelayanan

~ngka penermaan retribusi dengan mudah didspatkan dad lagoran reslisasi
penerimaan ash daerah, Mamun perscalan wama untuk meraghitung ratio di stas adalah
tidak tersedianya dats total Diaya penyediaan pslanan, meskipun vang menyediakan
celanan tersebul adalah suall dinas terarty ¥ang memiliki anggaran belanja. Misalnya
szja lolal biava penyediaan pelayanan kesehalan tidak dapat harya diihal dan realisasi
rengeluran dinas kesehalan, karena biaya penyedizan ocbal-obatan untuk puskesmas di
daerah telah disediakan cleh deparsmen kesshatan vang biavanya termasuk anggaran
negara. Demikian juga untuk biaya pembangunan dan cemeliharaan FPuskesmas,
dalam kenyalzannys bukanlah hanya merupakan bagizn dan anggaran Dinas
Kesehatan Pemerintah Kabupaten,



~zzil dan Pembahas=san
. Retribusi Kebersihan

=etribusi Kebersihan adaiah retribusi vang dipungul oleh Pemennizh Daerah iPermdaj
='%5 Jasa pengumpulan sampah yang dilskukannya, yvang dalsm hal i biasanya
“iakuxan oleh Dinas Kebsrsinan, 0 Kabupalen Pesisic Selatan, [asa permungutan

zampah bare dilakukan cleh Pemda di wilayah ibukata kabupaten vailu Painan

viznurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisic Selatan (Perda Me.091998), vang
menjadi objek pelayanan adalah sampah yang dihasikan aleh rumah langga, kanior-
wantor, tokodoke, kedai-keda, pasar, dan kendarzan angkutan gpenumpang umu.
~dapun tarif retribusi tersesul dapat diikat pads tabel 2,

“erda tersebul adalah Perda yang periama teatang retibusi sampah. Meskipun jasa
semungulan sampah telah dilakukan sejzl tahun 1995 namun legalisasinga baru
dimulai oleh Permndz sejak Perds ini dilstapkan. Bahkan Dinas Kebersihan Kabupaten
yang bertugas khusus untuk melakukan pelayanan tersebul baru sgja didifkan paca
tahun 15939,

Evaluasi Terhadap Tarif Retribusi Kebersihan

Jika diperhatikan secara seksama Perda lentang relnbues persameoahan tersebul. maka

dapat dievaluasi sbb ;

- Pemunguian retnbusi terhadap kanior-kantor pemerntah/BUMMN/swastz dibernkan
keleluasaan kepada Hepala Dasrah unluk mengatur tanfnya lebin lamut dengan
Surat Kepulusan Bupal Kepala Dserah. Hal in berakibal hilangrya peranan DRERLD
dalam menetagkan tarf untuk sekior tersebut. Tidak ada nenjelazan kenapa tenad
pelimpahan kewenangan penetapan terssbut. Meskipun hal ini tidak menyalak)
Undang-Undang Mo 18, namun bisa saja lerjadi ketidak adilan dalam penetapa:

tanf secara kessluruhannya.

i



“TnEp keadilan temyata dizkomodasi dengan membedakan Inkasi rumahitoks,
<7t rumahitoko yang berlokasi di sepanjang jalan uiama dikenakan tasf yarg
=N mahal. Tentu tidak lepat asumsi ¥ang mengatakan rumah yang berada i
=nzoir jalan utama, pemiliknya lebin mampl dari yang tinggal di jalan lain, Demikiz
-32 asumsl, yang mengatakan babwa toko/hotelrestoran vang berada di jalan
-*ama lebih besar penghasilannyz dibanding yang lain, lidak selaly tepat, Mestiny -
=Tnsip keadilan diskomedzs) dengan mengklasificasikan rumaiteka'holelrestora
Serdasarkan banyak sampsh vang dibasizan Arinya makin sanyak sampa-
Zinasilkan, makin besar retrbus) ¥ang narus dibayarnya

“engklasifkasian tarif {erkesan seehaknya, lanpa merggunakan argumsnta:
<zadiian, efiziens), efeklifitas, dan kemudanhan gdministrasi.

Tarif refribusi sampah uniuk kendaraan sngkulan umum terkesan sangat keci
Sarangkal karena pemungutannya dilakuskan tag han. Yang pedu dipertanyaka
zdalah pemungutan yvang dilakiskar tiap kali masuk dasran. Hal ini akar
menimbulkan kesan adanya pungutan setiap kall masuk daerah i, dan sekirany:
arus kendaraan itu banyak, tentunya ini akan mengdgangau arus laly lintas.
Fenetapan tarifl sama sekal tidak memzerhitungkan biaya vang dikeluzrkan untyb
relayanan sampah, Tidak ada penjelasan dan gengraitan antara tarif dan biaya. Ha
i berlentangan dengan prinsip cost recovery. Meskipun retribus kebersihan adalat
nersifal jasa umum dzn hasil retribusi Hdak colen melebihi biava penvediaan jasa
namun prinsie cost recovery 1etap harus diterackan agar ada transparansi Mestinys
“erda haruz memual tingkat cost recovery yang dinaruskan untuk membiaya

pelayanan kebersihan.

i



=7 =etnbusi Pelayanan Samoah
s=—zzarkan Perda Ne.09 Tabun 1958

=3 Helerangan ITarif per pulan
(Rg.} :
I :
= Rumah dijalan utama | 2500/
Bukota kabupaten
= Fumah di luar jalan uiama 1500
‘bukola kabupaten | |
= Rumah dijalan utarma I 1000
bukola kecamatan
Sumah di luar jalan utzma | 500/
Izukota kecamatan |
‘Rumah makan, restoran, hote! | adan
zenginagan di ibukota kab, ;
Toke kelemong dan kedai- | 3000/
kedai '
diibukela ksbupatan |
Rumah makan. resloran, holel 30001
\Penginapan di ibukola kecam. !
'Toko kelontong dan kedaij- 1500
kedai '
di lbukatz kecamatan |
Toka-toko di pasar ibukotz 5000/
kab. |
Toke-toka di luar pazar ibukota
kabupaten |
edai kelontang dar | 4000/
sejenisnya | .
pada pasar inpres di ibukota | f
kabupaten |
redai kelontong dan
SEjenisnya |
pada pasarinpres di luar |
ibukota kabucalen

i

400G

Gal. lenis Tarif perkali |
[ | masuk (Rp.)

i Bus/Truk R, 300

2 |Pick up Rp. 250

2. |Oplet dan sejenisnya {Rp. 150

Sumber : Bagian Hukum, Pemda Kab. Fesisir Selatan



“r=i=is Cost Recovery Retribusi Kebersihan

CU= S5 Cosl recovery memang masin swiit dilakukan terhadap retiibusi xebersihan ini,

adalah karena data biaya psnyedizan jasa yang sesungguhnya tidak dapat

]

2an informasi yang tersedia o Bagian Keuangan Pemda, Sistem Pencatatan

0o

=== re&mda memang belum mendukung unluk  dilakukan perhilungan  biava.
~=mzzizlan keuvangan Pemda belum mengklasitkasikannya berdasarkan jasa yang
===nxan Pemda Pencatatan hanya berdzsarkan pengklasifikasian anggaran yaitu
TERunat organisasinya, Untuk jasa PErsampanan ini, tiaya hanys dapat dinitung dari
==33si belanja Dinas Kebersinan, Padahai bigya adminisirasi retribus sampah juga
=2=uran cleh Dinas Pendapatan Dasrsh dan adminisirasi keuangan Dinas Kebersihan

=720 dilakukan olsh Bagian Keuangan Setwilda

1895/2000,

==sungguhnya, karena realisas: retibuse dan belanjs Dinas Kebersihan belum ada,

iahun  angoaran lebih sult lag untuk menghilung biava
—2ngan menggurakan pendekalan angqaran sajd maka terlihal pada lacel 5 bahea
-=mda menargetkan cost recovery sebesat V3% terhadap biava pelayanan sampat,

r2ng arinya hanya 73% dari biaya dibayar cleh masyaraikat pengguna jasa.

Tabel & Rasio Cost Recovery Retribusi Keharsinan

| Retrbusi Kebarsihan |Rato
Tahun [Peregnmaan  |Biava Cost
Anggaran (Rupianh) {Rupiah) Recovery
1997/1398 12.751,800 n 3
1996/1839 323528000  na
1955/2000 49.000.000*'] 8872500 it

Sumber : Bapian Kevangan Pernda Kah Pesisic Selatan
* Angearan Belunga rutin Dinas Kebersihan 19992000
** Target pencrimaan retmbust kebersihan whun 19992000




Z Retribusi Kesehatan

“=inbusi kesehatan adalah refribysi ¥ang dicungul cleh Pemda atas selurun jasa
~=ayanan kesehatan yang dilskukan dnit-unt oanisas pelayanan kesehalan Pemds
==« gleh Rumah Sakt Umum Daerah (RSUD), mavpun oleh Pusat Kesshatan
dzzyarakal (Puskesmas) ¥ang lersebar diseluruh wilayah kahupaten.

-ziayanan Kesehatan telah lama dilakukan oleh Pemda, dan tanf retribusi kesehatan
=TEELUL telah berkal-kali direvisi Perasturan dzerah yang terbary tleniang retriby si
“=z2hatan adalah Perda Mo, § Tahun 1929 ¥ang mersvis Ferda Mo 18 Tahun 1993 |-
-=ran teril retrbusi kesehatan di Daerah “abupaten Pesisii Selalan tigak pernzh
—revisi zelama & tahun,

~=zlayanan kesehatan oleh Pemds Kabupatan Pesisir Selatan dapat dianggap sang :
‘13l bag masyarakal dan METUREKEn pelayanan yang harus diberikan cleh Pemd
mengingal di daerah fini sangat kurang sekali pelayanan kesehatan yang dilakukan ale
=wasta, Kalaupun ada tupur terkonsentras di ibukora rabupaten bemupa prakiek dokte

JdmMum dan spesialis serty pelgyanan bersalin yang dilakukan bidan-nidan.

Evaluasi Terhadap Tarif Retribusi Kesehatan

Tanf retribusi kesshatan dapat dilihat pada lampran di tulisan il Tarif relribus
szsehalan sangal panjang dan iering sehingga dicantumkan dalam fampiran pads:
Ferda lersebut. Inilah barangkall tarif retrbusi vang paling banyask perinciannya, Hal in
tidak biza dihindan mengingat begitu berzgamnya jenis pelavanan vanrg diberikan olsh

umah sakit dan puskesmas kepada masyarakal,

Meskipun demikian evaluasi tetap dapal dilakukan cerdasarkan PARSIp-psinsip
renetapan tanf retribusi. Beberapa hal ¥ang dapat dicemaiikan adaian shb -
Frinsip keadilan diakomodasi dengan membedakan farf klas Wama, |, Il, dan 1)
untuk berbagai [enis pelayvanan.
- Kelhatznnya ada prinsip subsidi silang, dimana terif unluk Kelomgok masyarskal

berpendapaizan tinggi (yang diasumsikan akan MEngaunakan fasilitas kelas Ltama



zan Kelas 1) mensubsidi tarf untuk kelompok masyarakal berpendapatan rendah.
NEMUN prnsip lersebul kabur karena lidak ielasnya biaya pelayanan szsungouhnya
-Tluk masing-masing  kelss. Ada kemungkinan, selurub tanf disubsidi alsh
=emerintsh {dapat dilihat dani rasio COS recovery-nya)

Penetapan tarf relihatannya sudah dikailkan secars sualtati kepada biava yang
dikeluarkan untuk pelavanan kesehatan tersebut Namun tidzk aasa kejelasan
secara kuantitalif tentang tingkat cost recovery. Seharusnya, meskipun retribusg
<esehatan adalah bersifzt jasa umum dan hasi refribusi tidak boleh melebibi biaya
pEavediaan jasa. namun prinsip cost recovery tetap harus diterapkan agar ads

ransparansi.

~nalisis Cost Recovery Retribusi Kesehatan

=epert halnya retribusi kebersinan, analisis cost recovery juga sulil dilakukan terhads;
=iribusi kesehatan ini, Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan manghitung
‘ealsasi belanja rutin unil-unit pelayanan kesshatan ersebut. Pada nola keuvangar
“emda dapat dilihal realisasi belara rutin Dinas Kesshatan dan Rumsh Saki Urnurr
Zzerah (RSUD). Pengelolaan keuangan RSUD terpiszh dar Dinas kesehatan
sehingga belanja rutinnya uga terpisah pada APBD. Besarnya bizya pelayanar
“esenatan sebenamya lidak dapat dilihat dan realisas: belana rutinnya saja, mengingal
ciaya pengadaan obat-cbalan masuk ke anggaran Degaremen Kesehatan (Cepkes).
Fihak RSUD dan Dinas Kesehatan tinggal menerima cbat-obatan dari Depkes sesuai
mebutuhan. Demikian juga penerimazn yang non budgeler lainnya seper; bagian

tertentu relnbusi kesehatan tidak tercatat dalam reaglizas: belanja rutin lersebu,

Sisamping itu dari sisi penerimasn, besamya retrbusi kesehatan vang tercalal pada kas
daerah, tidak menggambarkan pencrimaan secara keseluruhannya Hal ini karena
sebagian penenmaan retrbusi yang dipungut olen RSLD dan Fuskesmas, linggal di
RSUD dan Puskesmas tersebut sebagai insentif bagl pegawal. Hal ini mermanag diatur
olen Perda Pengaturannya sehagai benkut

3 Hasil refribus: pelayanan kesshatan RE5UD dibagi sebagsi benkut:
- hasil dari jasa sarana dan prasarana disetorkan s=lurun nya ke xas daeral.



122l jasa pefayanan medis dan anestesi diselarcan ke rekering atas nama direkiue
rumah sakit dan penggunzannya distur dengan sural kepulusan direkiur yarng
diketabui aleb Bupali,
= Hasll retrbusi yang dipungut oleh Puskesma, Lab. kesehatan, Polindes, dil., dibzgi
shb:
- 30% diseterkan ke kas daerah
20% digunakan langsung oleh Puskesmas:
« 30% untuk kegiatan dalam dan luar gedung
e 45% unlux operasional
* 10% untuk jzsa dokiertenagas medis

& 15% unluk jasa paramedis

iF

Hasil retribus: jasa ambulans di Puskesma dibam: shh:
10% disetorkan ke kas dasrah
E0%: untuk bahan bakar dan pemelinzraan

- 30% untuk jasa sopir dan petugas.

Tabel 6. Tabel Rasio Cost Fecovery Relnbusi Kesshatan

Tahun Realisasi | Siaya Pelayanzn Kesehatan Rasio
anggaran  |Penerimaan |Cost
| _[Regoy

\Dinas Kesehatzn |Ruman Zakit  [Jumiah

|
1987/1998 | 299,526.990) 1522096837 n.a

199811895 | 270.206.520] 1611 938 3501 563,358,540, 2 475.288,030
|

: n.a |
L | .. N | |
sumber - Bagian Keuangan Pemda Kab. Pesisir Selalan

* Realisasi sampat Novenher 1990

19992000 | 224 878 0667 na

Tingkat cosi recovery retnbusi kesshatan o Cawrah Fesisr Selalan ternyata sangat
rendah, yatu, kira-kira 11%. Hal ini terihat dengan membandingkan rezlisasi retribros
Yang masuk ke kas daerah dengan tolzl pelanja instansi pelayanan kesehatan, Perly
diketahui, bahwa hasil relribusi tersebut masin dengan tarif yang lama, karena iarif bary

baru saja diberlakukan,



- ==lribusi Penyediaan Air Bersih

=rousl penyediaan ar bersih ini adalah retribusi ¥ang dioungut oleh Perusahaa
—==7a3h Air Minum (PDAM) atas jasa penyediaan air bersih di daerah kabupaten Fesis |

=2tan. Penyedizan Air Bersih di daerah ini bamn dilzkukan pada beberapa daera

i

=

—===t penduduk saja. terutama ipukota kabupaten dan beberapa ibukota kecamatar
=2~M adaiah perusahaan milik daerah yang pengelolzannya lerpisah sama sekal da
=rzanisasi Pemda, Mamun yang menyangxut tarif retrbus tetap distur cleh Peratura

—=2rzh dan alau surat keputusan kepala dzesah

=valuasi Tarif Retribusi Air Bersih

=2AM Pesisir Selatan didirikan dengan Perda Ma 2 tahun 1993 Tanpgal 6 Januan 1993
Tarif air yang perama diatur dengan Surat Keputusan Bupati Ne, 03/SH/BPT-PS 96!
=nggal T Agusius 1995, Kermudian tanf 1arsebut diubah gien SK Bupsti, pada tanggal -
Nl 1989, Kedua tarif lersebul dan kenaikannya dagat diihat pada tabel . Jad
sermenjak tarif air ditetapkan, balum pernah ada Peraturan Daerah khusus tentang tarn
sir di Kab. Pesisir Selatan, Hal ini sekaliqus menunjuxkan kepada kita, betapa kuranc
sadamya DFRD tentang hak dan kewajibannya. Telah enam tahun berlaly, tanf akar
membebani masyarakat, hanya di stur oleh ekesekuti,

Diivar aspek legalitas tanf, kila melihat babwa uniuk selama & lahun tidak pemnah adsz
perubzhan tarf sama sekali, Sehingga akhimys pada tabun 1999 tarf dinaikkan rota-
‘ala sebesar 59%. Kalav dibandingkan dengan akumulasi inflasi selama enam tahun
terakhir maka kenaisan fersebut tidak ada anmya sama sekali. Ini memang adalah salah
satu kelemahan farf retribusi, dan terjad dimans-mana. Tanf retribusi pada umumnya

tidak elastis 1erhadap inflas), karena tarifnya bersifat sejumlah tetap uang

Dari segi struktur tarf tidak ada sama sekal perubanan.  Strutur lanf teizp
menunjukkan bentuk progresif, serla membagi konsumen ke dalam lima kelnmpok.
Fenambahannya yaitu adanya tarif baru terhadap jasa penvedizan air dengan mobl
tanki. Strukiur tanf PDAM bolsh dikatskas hamoir sama diseluruh Indonesia, karena



‘=ncangan tarfnya harus mengikell Peraturan Menter Datam Megen No. 690-538
Tahun 1988 langgal 30 Juni 1988 tentang Fedoman lanf pada PDAM. FPenyeragaman
7 dianggap menghilangkan kreatfitas dacrah dalam menetapkan lant sesuai dengan
“ondisi lokal. Hal initerlinat dengan jelas pada tarif air di daerah Pesisir Selatan ini, yang
=tap dibagi kedslam berbapal kelompok konsumen meskipun pembagian ity tdak
=zrari banyar di daeran ini. Misalnya sajs pembagian nizga kecil dzn hesar sangat naif,
“2rena knterianya tdak jelas. Barangkali lidak ada salupun konsumen yang dapat

Zixelompokkan sebagai niaga besar di daerah ini

—emilian juga penetapan tarnf yang bersifat progresit dengan empat kelompok tingkai
ssmakaian ar. hanya akan mempersilt administras dan penghitungan beban Tidak
2da dasar yang kuat calam menetapkan empat kelompaok tingkat pemakaian air. Prins
“zadilan nampaknya diakomodasi dengan adanya kelompok sosial dan feri renda

‘erhadap  pemakaian dbawah 10 m3  bag kelompok rumak  tangga. Mamu
=eklfitasnya diperanyakan. Tarf juga terkesan menggunakan metode subsidi selant

smana lanf uniuk sektor maga dan industn jauh lebih besar dibzndingkan iarif sektc
s0sial dan non niaga. Namun tdak ada kejelasan tingkat subsidi silangnya. Demika

-22 keterkaitan antara biaya dengan tarif, juga tidak |elas. Tarif secara kaseluruha
‘=rkesan hanya dipatok-paiok saja dan diharackan sesusi dengan rasa keadilz

asyarakal

17



-2zel 6. Perubahan Tanf Air Minum PDAM Pesisic Selatan

S=rdazarkan SK Bupati No.539/91/8PT-PS/1999
“=1ggal 1 Juni 1989

L}
W

L1l

)

Golongan

(...
Zosial

Sosial Umum

[Zosial Khusus

Mon Miaga

Rumah Tangga

Instansi Pemerintah

Miaga
Miaga Kecil

Miaga Besar

Indusin
(k=cil dan ruman

langga)

Hhusus

Felabuhan lavtisungal
Terminal air

{melalui maobil fangki)

Pemakaian

(m)

Dsd 10

1154, 20
215d 30
31 ke alas
054 10

11=.d, 23
271 5.0, 30
31 ke atas

0sd 10

11s5d 20
21 ad 30
137 ke alas
ds.d 10

11 ad 20
21 s.d. 33
31 ke ztas

O =.d, 10

11 5.d. 20
21 5.d. 30
21 ke atas
(0 s.d 10

1% 5.d.20
|E1 5d. 30
371 ke atas
Osd 10

11 5.d. 20

191 5.d. 30
31 ke aizs

Tak terbalas

0sd 4

Tarif Tanf Bare  Kenakan
[Lama i{Rp)
(Rp)
180 240! S0
160 240 E09%
160, 240 S0%
164 240 aD%%
184 220 S0
200 00 50 %
| AC0 450 20%:
400 =11 E0%
200 300 ou%
=00 450 20%:
400 <00 L%
B0 S00 S0%:
[ 200 400 100%%
| 300 540 834,
400 Ton TE%
B0 1000 ST
5a0 7a0 B0%
LE00 750 20%
1000 1530 SO0
1000 15400 B0
S00 1200 TE0%
800 1800 200%
1600 2400 S04
1600 2400 50%
GO0 G0 S
sa0 Lao 0%
1200 2000 150%
1200 a0z 165049
3040 4500 a0%%
4] THO0
Kenaikan rata-rata Ba%,

Sumber : Bagian Hukum Pemda Pesisir Selalan dan diolah



=nalisis Cost Recovery Retribusi Air Bersih

—=7 znalisis terhadap penedmaan dan pengeluaran rulin POAM didapat tingkst cost
==avery sepery tedihal pada tabel 7. Rasio cost recovery kelinatannya menurun tajam
=523 1zhun 1999, hingoa sampar 0% saja. Hal ini terlihat karena kenaikan biaya yang
—Leup tingm pada lahun 19%9, ssmentara it penenmaan tidak naik secars

TEnggembirakan {meskipun digerdenganan tahun tani sudah direvisi),

=&y dicatat disimi bahwa angka pengeluaran pada tabel ¥ belum menunjukkan
s=ngeluaran yang sebenamya karens
Adz beberapa pegawa: PDAM yang merupakan BNS vang ditayar dengan
anggaran Pemda.
- Biaya investasi tidak dinitung sams sekali,
walau kedua biaya itu diperlimbangkan maka tentunya tingkat cos! recovery akan lebih

endah lagi.

Tingkat cost recovery sebesar 80% tenfunya berakibat

- Tidax adanya sumbangsn PDAM terhadap Fendapatan Asli Dasrah (PAD) untuk
avyail laba BUMD

- Pemda harus mensubsidi biaya PDAM sgar penyediaan air bersih yang sangat

penting bagi masysrakat telap dapat dilanutkan

Tabel 7. Tingkat Cost Recovery Retribusi Air Bersih

Tahun Retribusi Air bersib POAM Rasic i
Anggaran |Cerst |
| N |FRecovery
[Roalisas Fealisas !
(Fenenmaan  |Pengeluaran

—

1997| 306,982,180 327 527.180]  94%
| 1598 351,149.680] 355,773,005 a8%
__ 199%0] 384875050 478576365 B0
i I

sumber - PDAM Kab, Pesisir Salatan



Kesimpulan dan Rekomendas|

Jan analigis terhadap taril hga jenis retnbus: jasa umom vaitu relribusi pelayanan
<ebersihan, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pengadazn sir bersik terihat
seberapa kelemahan mendasar, diantaranys agalah -
Tidzk jelaznya hubungan tarif dengan bizva peryediaannya
Terlalu lamanya jargka wakiu untuk mersvisi tarif, pacahal setap tahunnya ada
inflasi yang akan meningxatkan pembiayaan penyediaan jasa. Hal ini juga akan
berdampak buruk terhadap kevangan Femda.
Prinzip keadilan memang telah diakomodas) dalam berbagal tadf namun tard
tersebul cenderung mengabaixan aspex kesederbaan sehingaa mudah dibaca olzh

masyarzkal.

Peranan retribusi jasa umum khususnys tiga retribusi ja#%a umum yang dipilih terset gt
masin jauh <an yang diharapkan untuk membiayai penyediasn jasanya. Untuk retrbuz
sesehatan tingkal cost recovery-nya hanva 11% Untuk retribusi Kebersihan bel
dapat dinlai karena baru saja beqalan, meskipun demikian  Pemca telh
mentargatkannys sebesar T3%. Sementara ity uniuk penyedidan air bersih, lerf:
penurunan tingkat cost recovery (belanja rutin saja) hingga 80%. vang berakibat Pemi 2
harus mensubsidi biaya rutin FDAM.

Dari kesimpulan di alas ada beberapa hal vang perlu direkomendasikan kepada Pemiiy
dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk diadikan masukan dalam menelaphs o
kehijakan di masa mendatang,

- Dalam menetapkan farif untuk masa mendatang, pariu difutung secara matar -
etexnya terhadap penenmaan relrbusi dan efisiens: pemakaian jasa. Struktur ta ¢
retribusi perlu lebih sederhanz sgar dagal dibaca dengan mudah oleh masyarak |
Zan mudah dizdminisirasi cleh Pemdz. Prinsio keadilan tetap dapat diakomods
meskipun strukdur tanfnys sederhana,

- Tanf reirbusi peru direvisi tizp tabunnya agar dapal mersspon inflasi Yar
mengakibatkan meningkatnyz tiaya penvediaan jasa. Perubahan tanf tidak rme:

harus mengubah Paraturan Dasrah tiap tahunnya. Mamun pada Perda perlu pas

I



=73 memberkan keleluasan kepada Eksekuif uniuk merevisi tanf paling besar
==tngkat inflasi.

=zranan retribusi terhadap pembiayaan jasa umum perlu ditingkatkan dengan
Tenstapkan target terlentu bagi dinas penyedia jasa dan pemungul retnbusi. Targe:

o=rid ditetapkan secara bersama.
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